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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A 
Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten 
Pangandaran, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 tentang 
Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) Kabupaten Pangandaran dan Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 58.A Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 05.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten 

Pangandaran sudah tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum 
Koordinasi Pimpinan di Daerah, sehingga perlu 

dicabut; 
b. bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di 

Daerah mengamanatkan pengaturan mengenai 
susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 

Peraturan Bupati Pangandaran tentang Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5363); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6770); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
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Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 9); 

8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 
70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 

tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 05.A), 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 05.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten 

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2021 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 58.A Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 
tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kabupaten Pangandaran sudah tidak sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 58.A) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran. 

 

 Ditetapkan di Parigi 
 pada tanggal 4 Januari 2023 
 

 BUPATI PANGANDARAN, 

 
ttd. 

 

 JEJE WIRADINATA 
 
Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 4 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 
 

ttd.   

 
KUSDIANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2023 NOMOR 5 
 


